
Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 
tentang Impor dan/ atau Penyerahan Barang 
Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan
Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari 
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai s.t.d.d. 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2003

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
122/PMK.011/2013 tentang
Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan 
Buku-Buku Pelajaran Agama yang Atas Impor 
dan/atau Penyerahannya Dibebaskan Dari
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak 
Pertambahan Nilai yang Dibebaskan Atas
Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak 
Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak 
Tertentu

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
KEP-233/PJ./2003 tentang Tata Cara Pemberian 
dan Penatausahaan Pembebasan Pajak 
Pertambahan Nilai Atas Impor dan atau 
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu 
dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu.

SURAT KETERANGAN
BEBAS PPN

Impor dan/atau Penyerahan
BKP dan/atau Penyerahan JKP Tertentu

Peraturan Terkait

Seri PPN

Disusun Bulan September 2019

Surat Keterangan Bebas dapat
diajukan untuk banyak jenis
barang dan jasa yang berguna
untuk kedaulatan Negara.



permohonan SKB PPN

fotokopi kartu NPWP

surat kuasa khusus apabila menunjuk orang lain 
untuk pengurusan SKB PPN

surat pernyataan dari Departemen Pertahanan 
atau TNI atau POLRI yang menyatakan bahwa 
Barang Kena Pajak tertentu yang diimpor atau 
diperoleh adalah komponen atau bahan yang 
akan
digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi 
untuk keperluan Departemen Pertahanan atau 
TNI atau POLRI

surat rekomendasi dari Departemen Kesehatan 
untuk SKB PPN atas vaksin polio dalam rangka 
pelaksanaan Program Pekan Imunisasi
Nasional (PIN).

surat pengesahan dari Departemen Pendidikan 
Nasional untuk buku-buku yang perlu disahkan 
sebagai buku pelajaran umum;

Dalam hal impor, dilengkapi pula dengan 
dokumen impor berupa:
1) Invoice;
2) Bill of Lading (B/L) atau Air Way Bill
3) dokumen kontrak pembelian yang 
bersangkutan atau dokumen
yang dapat dipersamakan
4) penjelasan secara terinci mengenai kegunaan 
dari Barang Kena

komponen atau bahan yang belum dibuat dalam 
negeri yang digunakan dalam pembuatan senjata 
dan amunisi untuk keperluan Departemen 
Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia 
(TNI) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
(POLRI)

vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program 
Pekan Imunisasi Nasional (PIN)

buku-buku pelajaran umum dalam hal buku-buku 
tersebut, telah disahkan sebagai buku pelajaran 
umum oleh menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang pendidikan
atau pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri 
dimaksud, antara lain: buku hiburan, buku musik, 
buku roman populer, buku sulap, buku iklan, 
buku promosi suatu usaha, buku katalog di luar 
keperluan pendidikan, buku karikatur, buku 
horoskop, buku horor, buku komik, buku 
reproduksi lukisan

peralatan berikut suku cadangnya yang 
digunakan oleh Departemen Pertahanan atau TNI 
untuk penyediaan data batas dan photo udara 
wilayah Negara Republik Indonesia yang 
dilakukan untuk mendukung pertahanan 
Nasional

rumah sederhana, rumah sangat sederhana, 
rumah susun sederhana, pondok boro, asrama 
mahasiswa dan pelajar serta perumahan Lainnya 
yang batasannya ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan setelah mendengar pertimbangan 
Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah.

jasa yang diserahkan oleh Kontraktor untuk 
pemborongan bangunan rumah sederhana, 
rumah sangat sederhana, rumah susun 
sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa 
dan pelajar serta perumahan lainnya yang 
batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan 
setelah mendengar pertimbangan Menteri 
Pemukiman dan Prasarana Wilayah. dan 
pembangunan tempat yang semata-mata untuk 
keperluan ibadah

jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah 
sederhana dan rumah sangat sederhana

jasa yang diterima oleh Departemen Pertahanan 
atau TNI yang dimanfaatkan dalam rangka 
penyediaan data batas photo udara wilayah 
Negara Republik Indonesia untuk mendukung 
pertahanan nasional.

Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat 
Keterangan Bebas PPN atas Impor dan/atau 
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu 
dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu 
ke KPP tempat Wajib Pajak Pajak terdaftar.

Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan 
Surat Keterangan Bebas PPN atas Impor 
dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak 
Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak 
Tertentu diterima secara lengkap.

Barang Kena Pajak Tertentu : Jasa Kena Pajak Tertentu :

Klasifikasi Persyaratan & Dokumen

Jangka Waktu

Prosedur

Klasifikasi


